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Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah tropis memiliki
keanekaragaman hayati yang tinggi baik di darat maupun di laut yang cukup
tinggi terutama didaerah pesisir. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia
merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini disebabkan
wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan akibat penggunaan alat
tangkap yang tidak disesuaikan dengan Kkarakteristik alam. Walaupun
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah suatu perbuatan
terlarang yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, akan tetapi
dalam kenyataannya masih sering terjadi penangkapan ikan secara illegal fhising
dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) oleh para nelayan. Maka
dari itu pemerintah membuat peraturan Pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai pembaruan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang tindak pidana perikanan
berbentuk menangkap ikan menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem.

Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan
larangan dalam penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia? 2).
Bagaimana Larangan Penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia dalam
perspektif Figh Bi’ah?. Tujuan dari Penelitian ini adalah 1). Menganalisis
pengaturan larangan dalam penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia.
2). Untuk mengetahui perspektif Figh Bi’ah mengenai penggunaan bahan peledak
di wilayah laut Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau
library research, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber
kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan
cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap
kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan
yang terimplementasi pada dokumen, Media internet, buku, jurnal, majalah, kitab-
kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang
berkaitan dengan tema penelitian ini.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peraturan yang mengatur
larangan penggunaan bahan peledak di laut, namun tidak mengatur secara spesifik
penegakan hukumnya. Pengaturan mengenai penggunaan bahan peledak di
wilayah perairan Indonesia terbukti efektif dalam mencapai dua tujuan utama,
yaitu melindungi ekosistem laut dan menjamin kesejahteraan nelayan. 2). Islam
menekankan konsep pelestarian lingkungan laut melalui fikih lingkungan hidup
(fighul bi'ah). Penangkapan ikan secara ilegal, termasuk penggunaan bahan
peledak, haram karena melanggar kebijakan pemerintah dalam menjaga
kelestarian laut untuk kepentingan umat. Laut dan kekayaannya merupakan milik
umum yang dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena
itu, pemerintah dan masyarakat nelayan wajib menjaga kelestarian ekosistem laut.
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Indonesia, which is mostly a tropical region, has high biodiversity both on
land and in the sea, especially in coastal areas. As is known, Indonesia is one of
the largest archipelagic countries in the world. This is because Indonesia's
fisheries management areas are very vulnerable due to the use of fishing gear that
is not adapted to natural characteristics. Even though fishing using explosives is a
prohibited act that is contrary to applicable legal regulations, in reality there are
still frequent cases of illegal fishing using explosives (fish bombs) by fishermen.
Therefore, the government made regulations in Article 85 of Law Number 45 of
2009 concerning Fisheries as an update to Law Number 31 of 2004 concerning
Fisheries which regulates fisheries criminal acts in the form of catching fish using
tools that can damage the ecosystem.

The problem formulation of this research is: 1). What are the regulations
prohibiting the use of explosives in Indonesian maritime areas? 2). How is the use
of explosives in Indonesian maritime areas from the perspective of Figh Bi‘ah?
The aims of this research are 1). Analyzing regulations prohibiting the use of
explosives in Indonesian maritime areas. 2). To find out the Figh Bi'ah perspective
regarding the use of explosives in Indonesian maritime areas.

The type of research used is normative juridical research or library
research, meaning that this research is based on library sources to discuss the
problems that have been formulated. By examining secondary data by conducting
an investigation into the study including a description of the research subject, the
background of differences in views implemented in documents, internet media,
books, journals, magazines, previous books and scientific works, and supporting
data others related to the theme of this research.

The results of this research show that: 1). Regulations such as Law no. 31
of 2004 and Law no. 45 of 2009 regulates the prohibition of the use of explosives
at sea, but does not specifically regulate law enforcement. Regulations and
regulations regarding the use of explosives in Indonesian waters have proven
effective in achieving two main goals, namely protecting marine ecosystems and
ensuring the welfare of fishermen. 2). Islam emphasizes the concept of preserving
the marine environment through environmental jurisprudence (fighul bi‘ah).
Illegal fishing, including the use of explosives, is haram because it violates
government policy in preserving the sea for the benefit of the people. The sea and
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its riches are public property managed by the state for the greatest prosperity of
the people. Therefore, the government and fishing communities are obliged to
preserve the marine ecosystem.
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